
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat 
(2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah yang menjelaskan pergeseran anggaran antar 
rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan 
pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja 
berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan yang 
selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Petunjuk 
Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan 
Non Fisik dalam rangka percepatan penyerapan dan 
pelaporan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, dan penyesuaian 
tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan 
fungsi serta mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang 
tertib administrasi, efektif, efisien, ekonomis, transparan, 
bertanggungjawab dan taat pada peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku, maka perlu melakukan 
pergeseran anggaran pada beberapa kegiatan yang 
bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan 
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanjung 
Jabung Barat Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019; 

Non Fisik OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana, Dinas Tanaman Pangan dan 
Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 
Anggaran 2019 dan penyesuaian nomenklatur kedudukan 
tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah serta 
penyesuaian objek lokasi kegiatan pada Dinas Pekerjaan 
umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat. 

Mengingat 



11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Tahun 2018 Nomor 6); 

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan. 

9. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 21 Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus 
Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun 2019. 

8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 
52/Permentan/RC.240/ 12/2018 tentang Petunjuk 
Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang 
Pertanian. 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 
Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



1. Penerimaan Rp. 22 .331.465.359 ,00 
2. Pengeluaran Rp. 0,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 22.331.465.359,00 
Sisa lebih pembiayaan 
anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 

58.595.84 77.467 ,00 
282.450.030.647,00 
523. 710.387 .857 ,00 
864. 756.265. 971,00 

1.568.057.751.443,00 
(22.331.465.359,00) 

703.301.485.4 72,00 

215.713.402.776,00 
8.200.000.000,00 

461.489.768.056,00 
0,00 

4.983.580.800,00 
10.465. 984.840,00 

1.820.000.000,00 
628.749.000,00 

1.545. 726.286.084,00 

100.284. 726.198,00 
1.259.840.405.763,00 

185.601.154.123,00 

c. Pembiayaan 

Rp. 
Rp. 

Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) 

2. Belanja Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp. 
b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 
c) Belanja Modal Rp. 

Jumlah Belanja Langsung Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

b. Belanja 

1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Bunga 
c) Belanja Subsidi 
d) Belanja Hibah 
e) Belanja Bantuan Sosial 
f) Belanja Bagi Hasil 
g) Belanja Bantuan 

Keuangan Rp. 
h) Belanja Tidak Terduga Rp. 

Jumlah Belanja Tidak 
Langsung Rp. 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 
2. Dana Perimbangan Rp. 
3. Lain-lain pendapatan yang 

sah Rp. 
Jumlah Pendapatan Rp. 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas : 

a. Pendapatan 

Pasal I 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1) diubah sehingga 
berbunyisebagaiberikut: 
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SALINAN SESUAI IENGAN ASLINYA 
KEPALA 8AGIAN HUKUM 

AMBOKTUO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019 
NOMOR 7 

ttd 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

Diundangkan di Kuala Tungkal 
pada tanggal, 22 Maret 2019 

ttd 

SAFRIAL 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 
pada tanggal, 22 Maret 2019 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat. 

Pasal II 

2. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
lampiran II yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

1. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 


